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BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka dapat disimpulkan hal-hal

sebagai berikut :

a) Bahwa Pertanggung jawaban hukum pelaku penyebar video porno

menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

Teknologi adalah Pertanggung jawaban pidana menjurus kepada

pemidanaan pelaku, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan

memenuhi unsur-unsur yang telah telah melakukan suatu tindak pidana

dan memenuhi unsur-unsur yang telah telah ditentukan oleh undang-

undang. Dilihat dari terjadinya perbuatan yang terlarang, akan diminta

pertanggungjawaban apabila perbutan tersebut melanggar hukum. Pada

umumnya seseorang dikatakan mampu bertanggungjawab dapat dilihat

dari beberapa hal yaitu:

1. Keadaan Jiwanya

2. Kemampuan Jiwanya

b) Kendala atau faktor-faktor yang dihadapi di lapangan adalah :

1. Jumlah Aparat tidak sesuai dengan jumlah penduduk dan luas wilayah

sehingga aparat tidak bisa memantau seluruh wilayah dengan ratio 1:10

orang.

2. Tidak adanya koordinasi baik Pemerintah Daerah, masyarakat dll dalam

melakukan pemberantasan pengedar Video Porno;
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3. Tidak adanya suatu Tim Khusus untuk lebih pro aktif dalam hal

persoalan peredaran Video Porno;

4. Aparat penegak Hukuma melakukan suatu upaya pencegahan dan

penindakan persoalan pidana atau terhadap peredaran Video Porno

tersebut sifat menunggu aduan dari masyarakat atau siapa saja yang

mengetahui terjadi hal-hal yang bisa melanggar hukum.
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5.2 Saran

Adapun yang menjadi saran penulis dalam melengkapi karya

ilmiah ini adalah

1. Sebaiknya dalam pelaksanaan tugas masing-masing aparat penegak

hukum diadakannya Koordinasi dan kerjasama baik pemeintah

maupun masyarakat dalam melaksanakan kegiatan, untuk tercapainya

penegakkan hukum yang baik sehingga tidak terjadi hambatan-

hambatan dalam mengatasi masalah peredaran video porno.

2. Pemerintah dan instansi terkait diharapkan agar memperhatikan dan

memberikan sarana dan prasarana yang lengkap serta anggaran yang

cukup untuk melakukan suatu kegiatan operasi atau terhadap tindak

pidana upaya peredaran video porno dilingkungan masyarakat.

3. Bahwa harus segera dibuatkan suatu regulasi ditingkat daerah serta

memaksimalkan fungsi satpol –PP sebagai penegak perda terutama

menyagkut peredaran video Porno tersebut.
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